REPUBLIK INDONESIA

No.613, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Kredit. Usaha
Rakyat. Fasilitas Penjaminan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT
USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akurasi data tagihan Imbal
Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, diperlukan
verifikasi atas tagihan yang disampaikan oleh
Perusahaan Penjaminan;

b. bahwa  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan
Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 189/PMK.05/2010 belum memuat ketentuan
mengenai  mekanisme verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
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Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008
tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2008 TENTANG
FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (5), ayat (6) diubah dan ditambahkan
3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9) sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR:

a. selama jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk
kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk
kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, suplesi, dan
restrukturisasi;

b. selama jangka waktu paling lama 13 (tiga belas) tahun untuk
kredit investasi di sektor tanaman keras dan tidak dapat
diperpanjang.

(2) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun,
dengan ketentuan:

a. tagihan periode bulan November tahun sebelumnya sampai
dengan bulan April tahun berkenaan dibayarkan pada bulan
Mei tahun berkenaan;

b. tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober
tahun berkenaan dibayarkan bulan November tahun
berkenaan.

(3) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dilakukan berdasarkan
data penutupan pertanggungan KUR oleh Bank Pelaksana kepada
Perusahaan Penjaminan.
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